
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah 

Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan 

susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam 

konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah 

pemerintah kabupaten. 

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan 

daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah 

sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) sebagai bagian dari 

Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua 

tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus  diarahkan untuk 

dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan 

perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi 

pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi 

adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur 

desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh 
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pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal 

itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa 

dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. 

Poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi daerah adalah 

semakin transparannya pengelolaan pemerintah desa dan semakin pendeknya 

rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

dan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa:  

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

 
Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakatnya, dibentuklah BPD sebagai lembaga legislasi dan 

wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa 

yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. 

BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-

sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini,  

BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan 
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kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan 

belanja desa (APBDes). 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga 

pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa 

melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, 

seperti LMD yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD).  

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa 

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa : 

1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa 

bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 

2) Pimpinan Badan permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa. 

3) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan desa adalah 6 (enam) 

tahun dan dapat dipilih 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

4) Syarat dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam 

Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

Dari sini kemudian berlanjut pada hubungan antara Kepala Desa dan 

BPD. Namun BPD memiliki fungsi kontrol yang  sangat berbeda jauh dengan 

Badan Perwakilan Desa. Dalam BPD fungsi kontrol terhadap kepala Desa 

dalam menjalankan tugasnya lemah. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan 

dari Badan Permusyawaratan Desa, antara lain: 
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1. Tidak melibatkan partisipasi langsung masyarakat/pemilihan langsung 

2. Keanggotaan berbasis tokoh masyarakat yang tidak mencerminkan 

keanggotaan desa 

3. Kekuatan legitimasi lemah tetapi membuat peraturan desa 

4. Fungsi kontrol ada pada badan musyawarah desa, namun dalam hal 

pengambilan keputusan terkait sanksi diserahkan kepada Camat dan 

Bupati. 

5. Sebagian besar badan musyawarah desa hanya digunakan sebagai alat 

pembenaran oleh pemerintah. 

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang BPD tanpa 

implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui 

bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu 

pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi 

simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang 

tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih 

dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan 

dan krisis ekonomi. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang 

didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja BPD di Desa  Karangrejo telah berjalan 

dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya kembali pengurus BPD 

pada periode sebelumnya secara keseluruhan sehingga kesimpulan awal yang 

didapat oleh peneliti bahwa tugas pokok dan fungsi BPD di desa telah 

dilaksanakan dengan baik ataukah ada faktor lain yang menunjang terpilihnya 

BPD di Desa  Karangrejo sebanyak 2 (dua) periode. Berdasarkan fenomena-
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fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-

permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Peran 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di Desa  Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten 

Purworejo.” 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka 

berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten 

Purworejo? 

2.  Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa  Karangrejo 

Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak 

dicapai  atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui 

sebelumnya. Adapun  yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 



 6 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Desa  Karangrejo Kecamatan Loano 

Kabupaten Purworejo. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas 

pokok   dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa  

Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo  

 

D.  Manfaat Penelitian 

 Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu 

pemerintahan. 

2. Secara praktis, hasil peneliitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa  

Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo untuk saling memberi 

ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi 

bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-

nilai budaya masyarakat setempat. 
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